BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN 

RENJA PERANGKAT DAERAH
Perencanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018 disusun pada tahun 2017. Tahun 2017 adalah masa peralihan dari DISHUBKOMINFO menjadi DISHUB PKP. Masa transisi adalah masa peralihan dari keadaan lama menuju keadaan lain/baru. Dalam masa transisi selalu diiringi dengan konflik/permasalahan, baik yang berskala besar maupun kecil, dan harus memperhatikan visi misi yang baru.
2.1  
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar
Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010, mendasarkan diri pada IKK (Indikator Kinerja Kegiatan), secara umum  melalui capaian kinerja secara makro. Secara lebih spesifik Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar mengampu dua urusan wajib yakni urusan Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

2.1.1 
Tupoksi Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman


Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar  Nomor 103 Tahun 2016 Tentang  Kedudukan, Susunan Organisai, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemeritahan bidang perhubungan, pertanahan, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
2.1.1.1
Tugas Pokok

Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukimanyang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

2.1.1.2
Fungsi

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  tersebut  di atas,  Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

a. 
Perumusan kebijakan bidang perhubungan, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;

b.
Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perhubungan, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;

c.
Pelaksanaan kebijakan di bidang  perhubungan, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;

d.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;

e.
Pelaksanaan administrasi di dinas bidang  perhubungan, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;

f.
Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

g.
Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

h.
Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Agar dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi para pejabat struktural yang ada di dalamnya, Tugas dan Fungsi  Dinas Pehubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman  Kabupaten  Karanganyar dijabarkan lebih lanjut secara lebih terperinci dalam Peraturan Bupati  Karanganyar  Nomor 103 Tahun 2016 tentang Tentang  Kedudukan, Susunan Organisai, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.1.1.3
Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati  Karanganyar  Nomor 103 Tahun 2016 tentang Tentang  Kedudukan, Susunan Organisai, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan Susunan Organisasi  sebagai berikut :
1. Kepala  Dinas;

2. Sekretariat  terdiri  dari :

a. Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Sub. Bag. Umum  dan  Kepegawaian;

3. Bidang  Perhubungan  terdiri dari :

a. Seksi Pengelolaan Terminal;

b. Seksi Prasarana Perhubungan; dan

c. Seksi Pengelolaan Perkir.
4. Bidang  lalu Lintas Angkutan Jalan terdiri dari :

a. Seksi Pengujian Kendaraan;

b. Seksi Pengendalian dan Operasional; dan

c. Seksi Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas.
5. Bidang  Perumahan dan Kawasan permukiman terdiri dari :

a. Seksi Pertanahan;

b. Seksi Pengelolaan Perumahan dan Permukiman; dan

c. Seksi Prasarana Sarana Utilitas Umum.

6. UPTD; dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati  Karanganyar  Nomor 103 Tahun 2016 tentang Tentang  Kedudukan, Susunan Organisai, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman  Karanganyar.
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporanmeliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi. 

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan dan aset. 

b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan dan kepegawaian.

3. Kepala Bidang Perhubungan

Kepala Bidang Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang perhubungan.

a. Kepala Seksi Pengelolaan Terminal
Kepala Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang pengelolaan terminal. 

b. Kepala Seksi Prasarana Perhubungan 

Kepala Seksi Prasarana Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang prasarana perhubungan.

c. Kepala Seksi Pengelolaan Parkir 

Kepala Seksi Pengelolaan Parkir mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan parkir.

4. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang lalu lintas angkutan jalan.

a. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan
Kepala Seksi Pengujian Kendaraan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang pengujian kendaraan. 

b. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional 

Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian dan operasional.

c. Kepala Seksi Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas 

Kepala Seksi Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang analisis dampak lingkungan lalu lintas.
5. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang lalu lintas angkutan jalan.

a. Kepala Seksi Pertanahan
Kepala Seksi Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang pengujian pertanahan. 

b. Kepala Seksi Pengelolaan Perumahan dan Permukiman 

Kepala Seksi Pengelolaan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan perumahan dan permukiman.

c. Kepala Seksi Prasarana Sarana Utilitas Umum 

Kepala Seksi Prasarana Sarana Utilitas Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sarana prasarana utilitas umum.
6. Kepala UPTD

Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas,

7. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar :

	JABATAN FUNGSIONAL

	
	
	

	
	
	


Dasar Hukum 
:
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar.
2.1.1.4
Sumber Daya Manusia

Peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  merupakan kunci  keberhasilan  pembangunan  nasional  dan  daerah.  Hal  ini  dapat disadari  oleh  karena  manusia  sebagai  subyek  dan  obyek  dalam pembangunan.  Mengingat  hal  tersebut,  maka  pembangunan  SDM diarahkan  agar  benar-benar  mampu  dan  memiliki  etos  kerja  yang produktif,  terampil, kreatif, disiplin dan professional. Disamping  itu  juga mampu  memanfaatkan,  mengembangkan  dan  menguasai  ilmu  dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.
Kualitas SDM  juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya  saing  daerah  dan  perkembangan  investasi  di  daerah.  Indikator kualitas SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari  kualitas  tenaga  kerja  dan  tingkat  ketergantungan  penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.
Berdasarkan data kepegawaian tahun 2017 Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar memiliki data personil PNS dan Tenaga Harian Lepas, yang dijabarkan sebagai berikut: 

· Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian adalah : 

1. PNS
: 
107 Orang

Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Pangkat/Golongan yaitu :

a) PNS Golongan I
: 
14 Orang

b) PNS Golongan II
: 
46 Orang

c) PNS Golongan III
: 
38 Orang

d) PNS Golongan IV
: 
  9 Orang

2. Tenaga Harian Lepas
: 
105 Orang

Jumlah Tenaga Harian Lepas berdasarkan fungsinya yaitu :

a) Sekretariat 
: 
  6 Orang

b) Bidang LLAJ
: 
11 Orang
c) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman : 45 Orang

d) Bidang Perhubungan
:
43 Orang

2.1.1.4
Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel 2 berikut ini :
Tabel 2

Daftar Sarana dan Prasarana
	NO
	NAMA BARANG
	JUMLAH

	A
	PKP + Sekretariat
	

	1
	Mobil 
	1 unit

	2
	Sepeda Motor Gerobak
	2 unit

	3
	Sepeda Motor
	3 Unit

	4
	Pickup
	2

	5
	Mobil tanki
	1

	6
	Mobil Listrik / Tangga
	1

	7
	Global Positioning System (GPS)
	2 unit

	8
	Mesin Ketik manual
	1 unit

	9
	Almari Besi / brankas
	1 unit

	10
	Rak Kayu
	3 unit

	11
	Rak Besi / Metal
	3 unit

	12
	Filling Besi / Metal
	11 unit

	13
	Proyektor & attachment
	1 unit

	14
	Alat Kantor Lainnya (sepatu safety)
	6 unit

	15
	Lemari Kayu
	3 unit

	16
	Lemari Buku Perpustakaan
	1 unit

	17
	Meja Rapat
	10 unit

	18
	Meja Komputer
	1 unit

	19
	Meja Kerja Pejabat
	5 unit

	20
	Meja Kayu / Rotan
	25 unit

	21
	Meja Tamu
	2 unit

	22
	Meja ½ Biro
	6 unit

	23
	Kursi Besi / Metal
	40 unit

	24
	Kursi Kayu / Rotan
	35 unit

	25
	Kursi Kerja Pejabat
	12 unit

	26
	Kursi Lipat
	4 unit

	27
	Kursi Tamu
	2 unit

	28
	Mesin Potong Rumput
	16 unit

	29
	Air Conditioner (AC)
	1 unit

	30
	Kipas Angin
	1 unit

	31
	Microphone / Wireless Mic
	3 unit

	32
	Camera + Attachment
	3 unit

	33
	P.C. Unit
	8 unit

	34
	Laptop
	9 unit

	35
	Printer
	12 unit

	36
	Chain Saw 
	3 unit

	37
	TV Layar Datar
	2 Buah

	38
	Handy Talkie
	2 Unit

	39
	Facsimile
	1 unit

	
	
	

	B
	Dishub + LLAJ
	

	1
	Mobil
	4

	2
	Sepeda Motor
	12

	3
	Pick Up
	1

	4
	GPS (Global Positioning System)
	2

	5
	Mesin Ketik Manual
	3

	6
	Rak Kayu
	13

	7
	Rak Besi/Metal
	5

	8
	Filling Besi/Metal
	10

	9
	Lemari Besi
	10

	10
	Lemari Buku Perpustakaan (Kaca)
	3

	11
	Meja Rapat 
	11

	12
	Meja Komputer
	3

	13
	Meja Kerja Pejabat
	5

	14
	Meja Tamu
	3

	15
	Meja ½ Biro
	49

	16
	Kursi Besi / Metal
	70

	17
	Kursi Kayu / Rotan
	45

	18
	Kursi Kerja Pejabat
	4

	19
	Kursi Lipat
	50

	20
	Kursi Tamu
	4

	21
	Mesin Potong Rumput
	1

	22
	Air Conditioner (AC)
	13

	23
	Kipas Angin
	21

	24
	Microphone / Wireless Mic / Amplifier
	4

	25
	Camera + Attachment
	4

	26
	PC Unit / Komputer
	9

	27
	Laptop
	7

	28
	Printer
	10

	29
	Televisi Layar datar
	3

	30
	Handy Talkie
	10

	31
	Faximile
	2


2.1.2 Indikator
Di bawah ini gambaran capaian kinerja masing-masing urusan menurut indikatornya.
2.1.2.1
Urusan Perhubungan


Sembilan indikator urusan perhubungan :

1. Jumlah arus penumpang umum

Seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor pribadi, penumpang angkutan umum pun berkurang. Berikut ini dapat dilihat tren penurunan penumpang angkutan umum yang terdata melalui naik turunnya penumpang di terminal-terminal di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Tabel. 2.4

Data Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2013-2014

	Keterangan
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	Datang
	
	1.300.311

	Berangkat
	
	328.950

	Total
	323.347
	1.629.261


S
Secara khusus Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar tidak melakukan kegiatan untuk kampanye peningkatan animo masyarakat menggunakan angkutan umum. Namun kontribusi ke arah itu dilakukan dari segi sarana prasarana, seperti pembenahan dan perbaikan terminal baik dari segi kebersihan maupun keamanan. Disamping itu, melalui kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan umum, diselipkan pembagian flyer untuk budaya aman berlalu lintas.

Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar juga melakukan kegiatan pemilihan juru mudi atau awak angkutan teladan, diharapkan melalui kegiatan ini dapat tersiarkan kepada masyarakat, bahwa menggunakan angkutan umum  lebih aman mengingat awak/kru angkutan telah mendapatkan pembinaan melalui kegiatan tersebut.
2. Rasio Ijin Trayek

Rasio ijin trayek diperoleh dengan perhitungan jumlah izin trayek yang dikeluarkan di bagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2014. 



Tahun 2014 ijin trayek yang terdata di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar sebanyak 16 trayek sehingga apabila dihitung, diperoleh rasio ijin trayek sebagai berikut.


 Perbandingan Rasio Ijin Trayek dari Tahun 2012 dengan Rasio Ijin Trayek Tahun 2014.
Tabel.2.5
Perbandingan Rasio Ijin Trayek Th 2012 dan Tahun 2014

Terhadap Penduduk

	Jenis Kriteria
	Tahun 2012
	Tahun 2014

	Rasio Ijin Trayek
	0,000547
	0,0000185

	Jumlah Penduduk
	983.232
	861.845


3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Dari data jumlah kendaraan wajib uji dan kendaraan yang diuji, setiap tahunnya mengalami kenaikan. Berikut gambaran tren kenaikan jumlah uji KIR yang ditangani. 
Tabel.2.6
Perbandingan Uji KIR Kendaraan Bermotor Th 2012 dan Tahun 2014

	Jenis Kriteria
	Tahun 2012
	Tahun 2014

	Jumlah Wajib Uji
	8.451 Kendaraan
	8.984 Kendaraan

	Jumlah Kendaraan yang diuji
	13.322 Unit Kendaraan
	14.580 Unit Kendaraan


4. Jumlah Terminal Bis

Tahun 2014, melalui Musrenbang Kabupaten Karanganyar mencuat aspirasi pembangunan terminal di Kecamatan Mojogedang dari Kecamatan  Mojogedang. Setelah dilakukan survey dan kajian ternyata pembangunan terminal di kecamatan mojogedang dinyatakan belum layak baik dari trayek, jumlah penumpang dan armada yang beroperasi. Oleh karena itu data eksisting jumlah terminal tahun 2014 belum mengalami penambahan.

Tabel 2.7
Daftar Jumlah Terminal di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014

	No
	Nama Terminal
	Tipe Terminal

	1.
	Terminal Tegalgede
	B

	2.
	Terminal Tawangmangu
	B

	3.
	Terminal Matesih
	B

	4.
	Terminal Palur
	B

	5.
	Terminal Tuban Gondangrejo
	C

	6.
	Terminal Jungke
	C

	7.
	Terminal Jambangan
	C

	8.
	Terminal Balong Jenawi
	C

	9.
	Terminal Kemuning Ngargoyoso
	C

	10.
	Terminal Karangpandan
	C

	11.
	Terminal Angkutan Barang Karangpandan
	

	12.
	Terminal Jumapolo
	C

	13.
	Terminal Jatipuro
	C


5. Rasio Angkutan Darat

Untuk menghitung rasio angkutan darat mengacu pada Rumus :



Tabel.2.8
Perbandingan Rasio Angkutan darat  Th 2012 dan Tahun 2014

Terhadap Penduduk

	Jenis Kriteria
	Tahun 2012
	Tahun 2014

	Jumlah Angkutan Darat
	348
	

	Jumlah Penduduk
	983.232
	861.845

	Rasio Angkutan darat
	0.035 %
	


6. Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Untuk menghitung indikator kepemilikan KIR angkutan  mengacu pada Rumus :



Tabel.2.9
Perbandingan Kepemilikan KIR Angkutan Umum Th 2012 dan 

Kepemilikan KIR Angkutan Umum Tahun 2014

	Jenis Kriteria
	Tahun 2012
	Tahun 2014

	Jumlah Angkutan Umum Wajib Uji
	612
	

	Jumlah Angkutan Umum Keseluruhan
	914
	861.845

	Indikator KIR Angk.UMum
	66,96 %
	


7. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara prosedural telah ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar No: 551.12/058.a.16/2012. Pada tataran paraktis pelaksaanaan uji kendaraan bermotor untuk tiap unit tidak melebihi 15 menit kecuali terdapat kendala teknis kerusakan pada kendaraan yang bersangkutan.

8. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Secara resmi biaya retribusi pengujian kendaraan bermotor telah diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar No.4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Karanganyar No.4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Berikut informasinya.
Tabel. 2.10
Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor

	NO
	JENIS PELAYANAN/OBYEK
	BESARNYA BIAYA/RETRIBUSI

	1.
	Pengujian Kendaraan Bermotor

a. JBB 0         -  3499     Kg

b. JBB 3500   -  8000    Kg

c. JBB 8001   -  15.000 Kg

d. JBB diatas 15.000     Kg

e. Kereta Gandengan dan Keretan Tempelan
	Rp. 35.000,00

Rp. 40.000,00

Rp. 45.000,00

Rp. 50.000,00

Rp. 50.000,00

	2.
	Penggantian Tanda Uji Berkala
	Rp.   7.500,00

	3.
	Penggantian Buku  Uji Berkala
	Rp.  10.000,00

	4.
	Penggantian Tanda Uji Berkala karena hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya
	Rp.  22.500,00

	5.
	Penggantian Buku Uji Berkala karena hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya
	Rp.  30.000,00


Sumber : Perda Kab. Karanganyar No. 4 Tahun 2015

9. Pemasangan Rambu-rambu

Untuk menghitung Rasio Pemasangan Rambu dilakukan dengan rumus



Tabel.2.11
Rasio Pemasangan Rambu Th 2012 dan Rasio Pemasangan Rambu
 Tahun 2014

	Jenis Kriteria
	Tahun 2012
	Tahun 2014

	Jumlah Rambu yang Terpasang
	200
	80

	Jumlah Kebutuhan Rambu Keseluruhan
	450
	8.710

	Indikator KIR Angk.UMum
	44,4  %
	0,918 %


	No.
	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembanguanan
	Capaian Kinerja Daerah Periode RPJMD

	
	
	
	Th. 2016
	Th. 2017
	Th. 2018

	
	
	
	Target
	Target
	Target

	A.
	PERHUBUNGAN
	
	
	

	
	1
	Jumlah alat uji yang terpelihara
	9
	9
	9

	
	2
	Jumlah Terminal yang terpelihara
	15
	15
	15

	
	3
	Jumlah Traffic light
	20
	21
	21

	
	4
	Jumlah lampu flashing
	69
	72
	72

	
	5
	Jumlah Rambu yang diperbaiki
	2000
	2000
	2000

	
	6
	Jumlah posko Angkutan lebaran
	12
	12
	12

	
	7
	jumlah pengadaan rambu - rambu lalu lintas
	225
	225 
	225

	
	8
	jumlah pengadaan RPPJ
	22
	22
	22

	
	9
	Jumlah pengadaan Marka jalan
	300
	300
	300

	
	10
	jumlah pengadaan Guardrill
	500
	500
	500

	
	11
	Jumlah pengadaan traffic light
	1
	-
	-

	
	12
	Jumlah pengadaan lampu flashing
	5
	3
	-

	
	13
	jumlah pengadaan paku jalan
	100
	100
	100

	
	14
	Jumlah Pengadaan Delineator
	30
	20
	-

	
	15
	Jumlah pengadaan Moving display
	2
	2
	-

	
	16
	Jumlah pengadaan Kamera CCTV/ATCS
	20
	20
	20

	
	17
	Jumlah pengadaan Traffic Cone
	100
	100
	100

	
	18
	Jumlah uji KIR
	8984
	8984
	8984

	
	19
	Frekuensi penertiban dan pemeriksaan kendaraan
	24
	24
	24

	
	20
	Frekuensi pengamanan lalulintas
	58
	58
	58

	
	21
	Frekuensi Patroli lalulintas
	52
	52
	52

	
	22
	Jumlah ijin dispensasi jalan
	16
	16
	16

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2.1.3 Kesulitan/Kendala Yang Dihadapi dan Cara Mengatasinya

2.2 
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar 
2.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan di Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan dengan berbagai  program  kegiatan    dengan  segala  upaya  untuk  meningkatkan kondisi  perekonomian  daerah  dan  kesejahteraan masyarakat.  Di  samping juga  untuk  mendukung  dan  mewujudkan  tujuan  pembangunan  nasional maupun tujuan pembangunan provinsi (Provinsi Jawa Tengah).  Berdasarkan  hasil  evaluasi  dan  kondisi  riil  di  masyarakat,  masih terdapat  berbagai  permasalahan  pembangunan.  Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Karanganyar adalah sebagai berikut: 

1.  Permasalahan di Bidang Perhubungan 

Infrastruktur  dan transportasi adalah kebutuhan  utama  dalam  pembangunan,  kemajuan suatu  daerah  seringkali  diukur  dari  ketersediaan  infrastruktur. Permasalahan    yang    dihadapi    Karanganyar    infrastruktur  adalah  belum optimalnya pelayanan  infrastruktur dan penyediaan  infrastruktur baik  fisik maupun sosial, terlihat dari prosentase jalan rusak yang mencapai  51,4% di tahun  2013,  sedangkan  jembatan  19%.  Gambaran  permasalahan  bidang infrastruktur anatar lain belum  optimalnya kualitas dan kapasitas  serta kondisi  jalan dan jembatan untuk mendukung daya saing wilayah/daerah, sarana  prasarana  transportasi  belum  dapat  optimal  untuk mendukung pertumbuhan ekonomi  dan  pengembangan  wilayah.


2.  Permasalahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni (livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan.

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman ini meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan sosial budaya di perkotaan.

Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar, sampai dengan saat ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat baik membangun sendiri maupun sewa kepada pihak lain. Kendala utama yang dihadapi masyarakat pada umumnya keterjangkauan pembiayaan rumah. Di lain pihak, kredit pemilikan rumah dari perbankan memerlukan berbagai persyaratan yang tidak setiap pihak dapat memperolehnya dengan mudah serta suku bunga yang tidak murah.
A. 
Isu-isu Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ada pada saat ini adalah 
1. Perbedaan peluang antar pelaku pembangunan yang ditunjukkan oleh ketimpangan pada pelayanan infrastruktur, pelayanan perkotaan, perumahan dan ruang untuk kesempatan berusaha;

2. Konflik kepentingan yang disebabkan oleh kebijakan yang memihak pada suatu kelompok dalam pembangunan perumahan dan permukiman;

3. Alokasi tanah dan ruang yang kurang tepat akibat pasar tanah dan perumahan yang cenderung mempengaruhi tata ruang sehingga berimplikasi pada alokasi tanah dan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan lain dan kondisi ekologis daerah yang bersangkutan;

4. Terjadi masalah lingkungan yang serius di daerah yang mengalami tingkat urbanisasi dan industrialisasi tinggi, serta eksploitasi sumber daya alam;

5. Komunitas lokal tersisih akibat orientasi pembangunan yang terfokus pada pengejaran target melalui proyek pembangunan baru, berorientasi ke pasar terbuka dan terhadap kelompok masyarakat yang mampu dan menguntungkan.

6. Urbanisasi di daerah tumbuh cepat sebagai tantangan bagi pemerintah untuk secara positif berupaya agar pertumbuhan lebih merata;

7. Perkembangan tak terkendali daerah yang memiliki potensi untuk tumbuh dengan mengabaikan sektor lainnya seperti sektor pertanian, hal ini berakibat pada semakin tingginya alih fungsi lahan sawah. Ironisnya alih fungsi terjadi pada sawah lestari, dengan lokasi yang relatif datar/landai cocok untuk pengembangan permukiman atau industri/perdagangan; dan

8. Marjinalisasi sektor lokal oleh sektor nasional dan global.
B. 
Permasalahan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan sebuah isu utama yang selalu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan sebuah permasalahan yang berlanjut dan bahkan akan terus meningkat, seirama dengan pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang.
Permasalahan Perumahan dan Permukiman di Indonesia Kekurangsiapan kota dengan sistem perencanaan dan pengelolaan kota yang tepat, dalam mengantisipasi pertambahan penduduk dengan berbagai motif dan keragaman, nampaknya menjadi penyebab utama yang memicu timbulnya permasalahan perum ahan dan permukiman.

Secara sederhana permasalahan perumahan dan permukiman ini adalah tidak sesuainya jumlah hunian yang tersedia jika dibandingkan dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat yang akan menempatinya

2.3 
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2018

Rancangan awal RKPD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar adalah sebagaimana terlampir
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat / desa / kelurahan / kecamatan melalui Dinas Musrenbang atau proposal yang masuk adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017 Kabupaten Karanganyar
Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar

	No.
	Program/Kegiatan
	Lokasi
	Indikator
	Besaran/Volume
	Catatan

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


KEPALA DINAS





SEKRETARIAT








SUB. BAG. PERENC & KEU








SUB. BAG. UMUM & KEPEG








BID. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN





SEKSI PERTANAHAN





SEKSI PENGELOLAAN PERUM & PERMUKIMAN





SEKSI PRASARANA DAN SARANA UTILITAS UMUM





BID. PERHUBUNGAN





BID. LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN





SEKSI PENGELOLAAN TERMINAL





UPTD





SEKSI PRASARANA PERHUBUNGAN





SEKSI PENGELOLAAN 


PARKIR





SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN





SEKSI PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL





SEKSI ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN LALU LINTAS





Rasio Ijin Trayek =     Ijin Trayek yang dikeluarkan


                                 Jumlah Penduduk





Rasio Ijin Trayek =                           16


                                 861.845








Rasio Angkutan Darat   = Jumlah Angkutan  Darat    x   100 %


       Jumlah Penduduk

















Indikator KIR Angk.Umum   = Jumlah Angkutan  Umum yg harus diuji    x   100 %


                      Jumlah Angkutan Umum

















Rasio Pemasangan Rambu   = Jumlah Rambu yang terpasang    x   100 %


                                          Jumlah Kebutuhan Rambu Keseluruhan
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